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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan tujuan untuk 

meneliti dan menganalisis faktor-faktor serta kendala dalam penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pemerintah kota Kupang. 

Analisis didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 

64 tahun 2013 perihal penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual 

pada pemerintah daerah. Pendekatan dalam menganalisis faktor-faktor dan kendala 

yang dihadapi oleh pemerintah kota Kupang dalam penerapan SAP menggunakan dua 

teori yaitu teori implementasi (Edward, 1980) dan teori self-efficacy (Bandura, 1986). 

Teori implementasi terbagi atas empat aspek, yaitu aspek sumber daya, komunikasi, 

disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Sedangkan, teori self-efficacy untuk 

melihat tingkat keyakinan dari pemerintah dalam menerapkan hasil pelatihan 

terhadap pekerjaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah kota 

Kupang telah menerapkan SAP berbasis akrual. Hal tersebut dilihat dari jumlah 

pegawai, sarana dan prasarana serta Teknologi Informasi (TI) berupa Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang memadai namun belum 

optimal. Komunikasi berjalan secara langsung antar pimpinan dengan pegawai 

namun juga belum optimal, sedangkan komitmen dalam menjalankan setiap 

kebijakan yang dibuat dan SOP yang digunakan juga telah sesuai dengan panduan 

yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. 

 

Keyword: Akuntansi Berbasis Akrual, Standar Akuntansi Pemerintahan, Teori 

Implementasi, Teori Self-Efficacy 
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1. PENDAHULUAN  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) nomor 

64 tahun 2013 perihal “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah” mulai diterapkan di berbagai Pemerintah Daerah di seluruh 

Indonesia sejak tahun 2015. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penerapan 

SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Hladika, Vasicek dan Dragija (2013) 

menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual masih dalam tingkat 

ketidaksesuaian yang tinggi. Beberapa kendala yang dihadapi sektor publik dalam 

penerapan akuntansi berbasis akrual mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), 

sumber daya keuangan, kapasitas TI, serta durasi maupun kompleksitas proses 

pelaksanaan. Penelitian lain mendapat hasil yang tidak jauh berbeda mengenai 

kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrual. Azmi dan Mohamed 

(2014) menyatakan akuntan pemerintah daerah telah siap untuk mengubah pola pikir 

dan percaya atas pengimplementasian akuntansi berbasis akrual.  

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 09 tahun 2015 perihal Standar 

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menyatakan bahwa Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan 

untuk memenuhi pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Laporan keuangan tersebut disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan yang penerbitannya dilakukan secara annually atau tahunan. LKPP 

berdasarkan fisiknya merupakan suatu pelaporan konsolidasi keuangan Kementerian 

Negara atau Kelembagaan yang disusun berdasarkan praktik standar Internasional 

Republik Indonesia dalam pengelolaannya pada keuangan negara. Sedangkan, 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan 

pertanggungjawaban yang dilakukan untuk memenuhi pelaporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akuntansi keuangan daerah terdiri atas 

akuntansi keuangan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah. Laporan 

Keuangan disusun dengan metode penyusunan yang terdiri dari tujuh pelaporan 
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dasar, yaitu Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

(SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, 

dan Catatan atas Laporan Keuangan.  

SAP berbasis akrual mulai diterapkan pada tahun 2015 oleh Pemerintah 

Daerah diseluruh Indonesia. Hal ini memberi kemajuan bagi laporan keuangan 

pemerintah yang lebih efektif dan transparan. Namun, dalam menerapkan suatu 

sistem atau kebijakan baru tidak terlepas dari berbagai faktor serta kendala yang 

dihadapi. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam penelitian dengan tujuan 

menganalisis faktor-faktor serta kendala yang memengaruhi keberhasilan atas 

penerapan SAP berbasis akrual di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, 

Nusa Tenggara Timur.  

Mulyana (2009) menyatakan bahwa New Zealand merupakan negara 

pertama yang mengimplementasikan basis akrual sebagai bagian dari reformasi sektor 

pemerintah pada akhir tahun 1990. Selanjutnya penerapan basis akrual diikuti oleh 

Swedia yang menerapkan basis akrual dalam tingkat kementerian dan pada tingkat 

konsolidasian dengan penerapan basis akrual penuh (full accrual) pada laporan 

keuangannya dengan pengecualian terhadap perlakuan aset bersejarah dan pajaknya 

(Sari dan Putra, 2012). Australia dan New Zealand merupakan negara-negara pertama 

yang mengimplementasikan akuntansi berbasi akrual secara popular (Yuliati, 

Yuliansyah & Adelina, 2019). Di Australia, seluruh departemen telah mempersiapkan 

laporan keuangan berbasis akrual di tahun 1994 melalui reformasi anggaran, dimana 

Komisi Nasional Audit merekomendasikan anggaran basis akrual sebagai pengganti 

dari anggaran berbasis kas (Sari dan Putra, 2012).  

Selain penelitian dari berbagai negara di atas, penelitian lain mengenai 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga dilakukan beberapa pemerintah daerah 

di Indonesia. Widyastuti, Sujana, dan Adiputra (2015), menganalisis kesiapan 

Pemerintah Daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual di Kabupaten Gianyar, 
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mendapatkan hasil bahwa SAP berbasis akrual masih dalam tahapan persiapan seperti 

kesiapan dalam hal kualitas SDM yang belum sepenuhnya menguasai basis akrual 

dikarenakan keterbatasan dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA). Hal ini perlu dilengkapi dengan pelatihan-pelatihan khusus bagi para 

pegawai serta pihak-pihak terkait, terutama dalam hal kesiapan software dan 

hardware dari segi TI untuk mendukung sistem tersebut. Selain SDM dan TI, yang 

perlu diperhatikan adalah komitmen dari organisasi atau pemerintah dalam 

mendukung peraturan pemerintah yang sudah ada dan dalam penerapannya. Pada 

penelitian di Palembang, Maimunah (2016) menyatakan pengimplementasian 

penerapan SAP berbasis akrual masih belum diterapkan secara keseluruhan atau 

100%, hal ini juga dikarenakan faktor SDM yaitu, kurangnya sosialisasi dan juga 

pengetahuan para pegawai pemerintah daerah di Kota Palembang dalam 

penerapannya akuntansi secara akrual. 

Dalam penelitian Putra dan Ariyanto (2015), terdapat beberapa faktor yang 

memengaruhi penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah. Hal yang 

menjadi faktor utama adalah SDM. Dalam penelitian Pratama (2012), terlihat 

beberapa faktor bahwa kompetensi SDM, praktik keuangan publik dan regulasi 

merupakan faktor yang membuat permasalahan dalam aplikasi akuntansi akrual di 

Indonesia. Penerapan SAP berbasis akrual dinilai dapat memberikan dan 

mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintahan 

terutama dalam hal pelaporan nilai aset pemerintah (Tarigan dan Nurtanzila, 2013).  

Penelitian ini memberikan manfaat dalam memberikan pengetahuan yang 

lebih mendalam akan implementasi SAP berbasis akrual terhadap pemerintah kota 

Kupang hingga Pemda lain yang masuk dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Kedua, penelitian memberikan gambaran lebih kepada Kementrian Keuangan 

sebagai pihak yang membuat kebijakan dalam pelaporan keuangan dari Pemerintah 

Daerah, meminimalisirkan kendala yang masih terjadi dengan pembuatan kebijakan-

kebijakan yang baru. Ketiga, memberikan manfaat kepada akademisi dengan melihat 
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hasil berupa faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Standar Akuntansi berbasis 

akrual pada Pemerintah Kota Kupang berupa sumber daya, komunikasi, disposisi atau 

sikap, dan struktur birokrasi, serta self-efficacy yang merupakan keyakinan dari setiap 

pihak dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada setiap akademisi di bidang 

ekonomi dan akuntansi. Selain itu, kendala yang terjadi dalam proses implementasi 

dapat memberi gambaran dalam mengembangkan ilmu Akuntansi Sektor Publik 

sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya serta berguna bagi generasi 

masa depan. 

Penetapan pemerintah kota Kupang sebagai objek penelitian didasari pada 

tiga hal. Pertama, kota Kupang merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur 

serta menjadi cerminan dan contoh bagi pemerintah daerah di Kabupaten lain yang 

ada di Nusa Tenggara Timur. Kedua, letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan 

sehingga pelaksanaan SAP berbasis akrual perlu diteliti dan dievaluasi lebih lanjut. 

Ketiga, hal yang paling penting yaitu kota Kupang masih memiliki opini WDP 

(Wajar Dengan Penegecualian) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah tahun anggaran 2017. 

Selanjutnya penjelasan penelitian ini terdiri atas telaah literatur yang 

menjelaskan mengenai landasan teori yang memperkuat analisis penelitian. 

Kemudian metode penelitian mengenai perolehan data serta proses pengolahan data 

untuk menemukan hasil analisis. Terakhir adalah hasil dan diskusi yang memuat 

pembahasan atas analisis penelitian serta adanya kesimpulan, implikasi dan 

keterbatasan yang mendukung. 

2. KAJIAN TEORI 

Dua teori yang menjadi dasar dalam pengimplementasian SAP berbasis 

akrual pada pemerintah kota Kupang yaitu Teori Implementasi dan Self-Efficacy 

Theory. Menurut Edwards (1980) dalam Herwiyanti, Sukirman, dan Aziz (2017), 

aspek-aspek kesiapan yang diteliti merujuk pada Teori Implementasi, yaitu aspek 
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Sumber Daya, aspek komunikasi, aspek sarana dan prasarana, dan aspek TI. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kimbal dan Rahyuda (2015) menyatakan bahwa 

self-efficacy perlu dimiliki oleh setiap karyawan sehingga memiliki keyakinan dalam 

mentransfer hasil pelatihan pada pekerjaan.  

Terdapat beberapa definisi mengenai Implementasi yang dikemukakan oleh 

para ahli. Menurut Cleaves (1980) dalam Wahab (2008:187) berpendapat bahwa 

Implementasi mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara 

langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat 

dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau 

mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Pendapat 

lain dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1979) dalam Wahab (2008:68), 

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 

Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah dan keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Edwards (1980) dalam Herwiyanti, Sukirman, dan Aziz (2017), 

terdapat empat aspek yang mendukung keberhasilan implementasi. Aspek sumber 

daya (resource) merupakan suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika sumber 

daya yang ada memadai, namun sebaliknya jika sumber daya yang ada tidak 

mendukung maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak dapat berjalan dengan 

baik dan tidak sesuai dengan harapan. Aspek komunikasi (communication) 

merupakan segala informasi yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan 

perlu untuk disampaikan kepada setiap pihak terkait sehingga kebijakan tersebut 

dapat dijalankan. Aspek disposisi (disposition) atau komitmen organisasi merupakan 

setiap organisasi harus memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat melaksanakan 

setiap kebijakan yang dibuat. Aspek struktur birokrasi (beureucratic structure) 

merupakan suatu implementasi masih akan mengalami kegagalan apabila struktur 

birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan 

kebijakan seperti pada struktur organisasi yakni Standar Operasional Prosedur (SOP). 
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Bandura (1994, dalam Brown, Maloiff dan Schutte, 2005) menyatakan 

bahwa self-efficacy theory menggambarkan keyakinan dari kemampuan untuk 

berhasil dalam suatu hal. (Bandura, 1994, 1997; Pajares 2002 dalam Brown, Maloiff 

dan Schutte, 2005) menyatakan hal yang sama bahwa kemampuan diri menyangkut 

dengan kepercayaan masing-masing individu akan kemampuan mereka dalam suatu 

keberhasilan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan hasil yang diinginkan. Hal 

yang dapat meningkatkan self-efficacy adalah berdasarkan salah satu dari empat 

faktor yaitu past performance. Past performance dilihat dari pengalaman pekerjaan 

yang telah diakumulasikan selama periode tahunan, dapat membantu individu dalam 

pekerjaan baru yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Lunenburg (2011) 

menyatakan bahwa aspek yang paling penting dari keempat indikator merupakan past 

performance karena memiliki tolak ukur yaitu pelatihan. Oleh karena itu, pemerintah 

dapat membuat kebijakan dalam mengadakan pelatihan yang berguna untuk 

memberikan pemahaman atas penerapan SAP berbasis akrual.  

Yuliati, et al. (2019) menemukan bahwa secara keseluruhan penerapan 

akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah di Indonesia telah berjalan cukup 

baik. Hal ini berlaku baik bagi pemerintah daerah dengan opini uniqualified dan 

qualified pada laporan keuangannya. Salah satu tantangan terbesar pada penerapan 

akuntansi akrual di sektor publik ini adalah terkait dengan sistem Teknologi 

Informasi (TI). Permasalahan ini diatasi beberapa pemerintah daerah dengan 

menggunakan spreadsheet secara manual untuk pembuatan laporan keuangan 

berbasis akrual. Selanjutnya Qadhari, Abdurahim, dan Sofyani (2018) menunjukkan 

bahwa sistem remunerasi, motivasi, dan partisipasi dalam penyusunan anggaran 

mampu membawa pengaruh positif pada kinerja manajerial pemerintah daerah. 

Kinerja manajerial yang dimaksud merupakan upaya oleh manajer atau pimpinan 

daerah untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan tugas dan fungsinya pada 

pemerintahan daerah tersebut. 
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3. METODE PENELITIAN 

Penelitian studi kasus mengenai SAP berbasis akrual tahun 2013 pada 

Pemerintah Kota Kupang dilaksanakan dalam periode waktu bulan September tahun 

2017 sampai dengan bulan September tahun 2018, dengan meneliti mengenai faktor-

faktor serta kendala yang memengaruhi penerapan SAP berbasis akrual. Pemerintah 

kota Kupang menjadi objek penelitian dengan berfokus pada BKD Kota Kupang. 

Terdapat dua jenis data yang digunakan untuk memperkuat analisis 

penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer, proses wawancara 

berlangsung sebanyak dua kali bersama narasumber dari BKD Kota Kupang. 

Wawancara pertama dilaksanakan pada bulan Maret 2018, sedangkan wawancara 

kedua berlangsung pada bulan Juli 2018. Beberapa narasumber yang di wawancarai 

antara lain Jefri E. Pelt selaku Kepala BKD Kota Kupang, Ariantje M. Baun selaku 

Sekretaris Umum, Johanis E. Padabain selaku Tenaga Fungsional Sub Bidang 

Akuntansi, Evelyn Venita selaku Kepala Bidang Keuangan dan Aset Badan, Susanty 

Dethan dan Danto Lobang selaku pegawai. Selain data primer, terdapat data sekunder 

yang diperoleh dari studi pustaka serta catatan-catatan penting dalam BKD Kota 

Kupang. Data-data tersebut berguna untuk menganalisis hasil dari penerapan SAP 

berbasis akrual. Sehubungan dengan penjelasan mengenai jenis dan sumber data, 

maka beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

visitasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka.  

Pengolahan data diperlukan untuk mengolah hasil data dalam bentuk analisis 

dan pembahasan sehingga dapat menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. 

Terdapat dua bagian yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu sebelum lapangan 

dan selama - sesudah lapangan. Sebelum lapangan dilakukan dengan mencari topik 

serta judul yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Selanjutnya mencari 

beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik dan judul yang ada, serta 

melakukan survei tempat untuk mengetahui Pemerintah Kota yang akan dijadikan 

sebagai objek penelitian. Sedangkan, selama dan sesudah lapangan dilakukan setelah 
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proses sebelum lapangan, dengan mendatangi langsung ke tempat penelitian selama 

beberapa waktu untuk melakukan visitasi, wawancara, pengumpulan data dan 

informasi untuk memperkuat analisis penelitian. Nazir (2005) menyatakan bahwa 

setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data melalui tiga tahapan yaitu 

penyuntingan (editing), penilaian (scoring), dan tabulasi (tabulating).  

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa terdapat tiga aktivitas 

analisis data yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

konklusi (verification). Reduksi data mencakup merangkum, memilih data-data yang 

menjadi pokok pembahasan dan analisis, mendata hal-hal penting dan menghapus 

data yang tidak diperlukan. Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya 

yaitu melakukan penyajian atas data yang telah dibuat. Penyajian data dapat dibuat 

dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, tabel, grafik, dan lain 

sebagainya. Proses analisis data terakhir adalah membuat kesimpulan dan saran atas 

hasil yang diperoleh dari proses reduksi data dan penyajian data. Dengan hasil 

analisis dan pembahasan yang dibuat maka diperlukan kesimpulan serta saran yang 

membangun untuk penelitian.  

Skala rating merupakan salah satu dari berbagai skala pengukuran yang 

dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam mengukur sikap dan persepsi responden 

terhadap suatu fenomena, seperti skala yang dapat mengukur pengetahuan, 

kemampuan, keahlian dan lain-lain. Sugiyono (2009:97) menyatakan bahwa rating 

scale adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif. Sedangkan, Arikunto (2006:158) menyatakan rating scale 

merupakan sebuah pernyataan yang diikuti oleh jawaban-jawaban yang menunjukkan 

tingkatan-tingkatan. Dengan kata lain, skala ini memberikan alternatif jawaban yang 

berbeda dengan skor nilai yang beragam. Atas dasar pengertian tersebut, maka skala 

yang digunakan pada kuesioner adalah skala rating dengan memberikan skor nilai 

pada jawaban, dengan pengadaptasian kuesioner menggunakan teori implementasi 

Edward (1980) dan Bandura (1986). Skala penilaian menggunakan skor dengan 
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tingkatan nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Nilai nol merupakan hasil 

terendah dan nilai seratus merupakan hasil tertinggi dalam kuesioner. Dari kelima 

nilai yang telah disediakan di dalam kuesioner, responden lalu harus memilih 

memberikan skoring pada kolom jawaban yang telah disediakan dan didampingi 

instrumen dalam bentuk pernyataan ataupun pertanyaan. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis 

Akrual di Pemerintah Kota Kupang Analisis Aspek Sumber Daya 

Pada aspek sumber daya, pertanyaan dan pernyataan yang diberikan kepada 

narasumber serta responden terkait dengan jumlah pegawai, kualitas dan latar 

belakang pendidikan pegawai, sarana prasarana yang tersedia, pengiriman laporan 

keuangan kepada BPK, sistem aplikasi yang digunakan, insentif bagi pegawai, 

pelatihan, dan mutasi pegawai. 

 

Gambar 1 Grafik Hasil Kuesioner Sumber Daya 

Sumber: Data Diolah 
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Berdasarkan tabel 1 dan gambar 1 data hasil kuesioner Kepala 

Badan/Bidang/Sekretaris dan Pegawai di BKD Kota Kupang, nilai yang diperoleh 

masuk dalam kategori setuju dengan nilai rata-rata yaitu 67,9 untuk Kepala 

Badan/Bidang/Sekretaris dan 71,3 untuk pegawai. Sedangkan pada grafik 

menunjukan rata-rata nilai dari pimpinan dan pegawai yang mencakup pernyataan 

dan pertanyaan kuesioner yang berkaitan dengan sumber daya yang mempengaruhi 

implementasi SAP berbasis akrual. 

a. Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Kupang 

Pada pernyataan kuesioner pertama mengenai jumlah pegawai, pimpinan atau 

pejabat memiliki nilai rata-rata sebesar 75 yang berarti sangat setuju dan pegawai 

dengan rata-rata 64,3 yang artinya setuju. Angka tersebut menunjukan bahwa 

pimpinan maupun pegawai memiliki pendapat yang sama, yakni jumlah pegawai 

yang bekerja di BKD Kota Kupang sudah memadai. Selain data kuesioner, hasil 

dari wawancara bersama Kepala Badan dan beberapa pimpinan lain, diketahui 

bahwa jumlah pegawai yang bekerja di BKD sudah cukup dengan total sebanyak 

232 pegawai yang terbagi menjadi beberapa divisi. Namun, salah satu 

narasumber yaitu Ibu Evelyn selaku Kepala Bidang Aset dan Akuntansi di BKD 

Kota Kupang, menyatakan bahwa jumlah pegawai yang bekerja pada bidang aset 

dan akuntansi masih terbilang kurang. Jumlah pegawai yang aktif bekerja hanya 

7 orang dan 4 orang lain yang membantu untuk pekerjaan kecil lainnya seperti 

melakukan penggandaan dokumen (fotocopy). Diperlukan adanya penambahan 

pegawai khususnya dengan latar belakang akuntansi untuk dapat membantu 

pekerjaan yang ada sehingga lebih efektif. 

b. Kualitas dan Latar Belakang Pendidikan 

Pernyataan kedua pada aspek sumber daya mengenai kualitas dan latar belakang 

pendidikan dari setiap pegawai di BKD Kota Kupang. Cahyadi (2009) dalam 

Pristiani dan Mahmud (2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap pemahaman dalam pembuatan laporan keuangan 
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pemerintahan berbasis akrual. Bapak Jefri Pelt selaku Kepala Badan memberikan 

pernyataan bahwa kualitas dari setiap pegawai sudah sangat baik dalam 

mengerjakan setiap pekerjaan terkait dengan SAP berbasis akrual. Kualitas yang 

baik diperoleh dari kebiasaan dan pekerjaan yang dilakukan secara rutin dan 

berkala. Setiap pegawai juga ditempatkan pada divisi sesuai dengan kemampuan 

masing-masing. Namun, jika melihat dari latar belakang pendidikan pegawai, 

jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi masih sangat 

sedikit. Pernyataan ini diperoleh dari bapak Jefry Pelt bahwa hampir semua PNS 

(Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja memiliki latar belakang pendidikan yang 

berbeda-beda. Pernyataan ini juga didukung dengan pernyataan dari Bapak 

Johanis bahwa perlu adanya pengembangan lebih lanjut terkait dengan 

pendidikan akuntansi di Nusa Tenggara Timur. Hal ini perlu menjadi perhatian 

pemerintah dalam membangun dan mengembangkan tingkat pendidikan 

akuntansi di Nusa Tenggara Timur melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. 

Misalnya memberikan jalur beasiswa kepada pelajar untuk melanjutkan 

pendidikan jurusan akuntansi, sehingga dapat membantu mengembangkan 

potensi-potensi yang ada. 

c. Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana yang tersedia dalam mendukung seluruh pekerjaan di BKD 

Kota Kupang sudah cukup memadai. Menurut Bapak Jefri Pelt, peralatan kantor 

seperti komputer, lemari, dan pendukung lainnya sudah lengkap. Setiap petugas 

lapangan yang bertugas di luar kantor juga difasilitasi dengan laptop sehingga 

mendukung dalam pengerjaan di lapangan. Laporan keuangan yang telah dibuat 

diperiksa oleh BPK Provinsi di Kota Kupang. 

d. Aplikasi Teknologi Informasi Berbasis Akrual 

Hasil yang diperoleh dari kuesioner Kepala Badan/Bidang/Sekretaris yaitu 

dengan nilai rata-rata sebesar 22,9. Terdapat empat orang pimpinan yang 

menjawab dengan memberi nilai nol, artinya responden sangat tidak setuju 

bahwa aplikasi TI yang digunakan untuk mendukung pengerjaan laporan 
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keuangan berbasis keuangan adalah SIMDA. Sedangkan pada hasil kuesioner 

pegawai memberikan hasil yang berbeda dengan nilai rata-rata sebesar 73,4. 

Setelah melakukan kompilasi dengan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat 

perubahan pada penggunaan aplikasi pendukung dalam pengerjaan pelaporan 

keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang. Sejak tahun 2015, pemerintah 

daerah menggunakan aplikasi SIMDA dalam pengerjaan laporan keuangan, 

namun terhitung sejak tahun 2018 aplikasi tersebut sudah tidak lagi digunakan. 

Ibu Evelyn Venita selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BKD kota Kupang 

memberikan pernyataan bahwa terjadi pergantian aplikasi dari SIMDA ke 

SIPKD pada tahun 2018, yang secara resmi dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Keuangan Daerah sebagai sarana aplikasi yang dapat membantu meningkatkan 

efektivitas implementasi laporan keuangan daerah berbasis akrual. Dari hasil 

tersebut, dapat dianalisis bahwa perbedaan ini terjadi karena kurangnya 

sosialisasi kepada seluruh pimpinan maupun pegawai akan perubahan sistem 

aplikasi TI yang digunakan oleh BKD dalam mendukung pengerjaan laporan 

keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Perlu adanya sosialisasi secara 

menyeluruh dari pemerintah sehingga SIPKD dapat dipahami dan diaplikasikan 

dalam pengerjaan laporan keuangan. Selain itu, masih terdapat ketergantungan 

akan pembuatan laporan keuangan secara manual dengan menggunakan 

microsoft excel. Hal ini mengakibatkan aplikasi SIPKD belum sepenuhnya 

dipahami dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Widyastuti, Surjana, dan Adiputra (2015) mendapat hasil yang 

sama mengenai aplikasi TI. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut berupa 

kualitas SDM yang belum sepenuhnya menguasai akuntansi berbasis akrual serta 

keterbatasan dalam menggunakan aplikasi SIMDA. Permasalahan tersebut perlu 

diatasi dengan pengadaan pelatihan kepada pegawai serta pihak-pihak terkait. 

Dengan demikian, BKD Kota Kupang perlu melakukan evaluasi serta 

berkomitmen untuk menerapkan dan meningkatkan kualitas SDM dalam 

penggunaan aplikasi SIPKD.  
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e. Pelatihan 

Salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas kerja dan kemampuan dari 

setiap pihak untuk dapat memberikan hasil kinerja yang baik yaitu pelatihan. 

Hasil dari kuesioner Kepala Badan/Bidang/Sekretaris maupun pegawai 

menunjukan nilai rata-rata diatas 70. Hasil tersebut menyatakan bahwa semua 

responden setuju dengan adanya pelatihan yang diberikan. Jenis pelatihan yang 

diberikan berupa bimbingan teknis mengenai implementasi SAP berbasis akrual 

untuk keuangan daerah dan implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan 

daerah. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada bulan April dan Desember dalam 

satu tahun, dengan menggunakan fasilitator dari Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur serta kementerian 

terkait. Informasi yang diperoleh dari wawancara memberikan hasil yang sama 

dengan kuesioner. Bapak Jefri Pelt menyatakan bahwa setiap pimpinan dan 

pegawai wajib mengikuti kegiatan pelatihan atau Bimtek (Bimbingan Teknis) 

yang diadakan oleh Pemerintah. Terdapat dua kegiatan pelatihan yang 

dilaksanakan yaitu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah 

Pusat mengadakan kegiatan pelatihan yang berpusat di Jakarta dengan 

mengundang setiap Kepala Daerah serta beberapa pegawai yang menjadi 

perwakilan untuk dapat mempelajari setiap proses dan aspek dalam implementasi 

SAP berbasis akrual. Dengan hasil pelatihan yang diperoleh dari Pemerintah 

Pusat, setiap peserta pelatihan akan memberikan informasi tersebut kepada 

seluruh pegawai yang bekerja di BKD Kota Kupang. Selain itu, Pemerintah 

Provinsi juga mengadakan kegiatan pelatihan atau Bimtek di Kota Kupang 

dengan mengundang seluruh perwakilan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. Pelatihan ini menggunakan jasa dari BPK Provinsi yang 

diadakan sebanyak dua kali dalam satu tahun sehingga memberikan pemahaman 

yang lebih baik kepada seluruh pegawai. 

f. Sistem Mutasi Pegawai 
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Pernyataan terakhir pada aspek sumber daya mengenai mutasi pegawai terkait 

dengan penerapan SAP berbasis akrual. Dari data tersebut (table  dan gambar 1) 

menunjukan adanya mutasi pegawai yang dilakukan pada divisi tertentu. 

Sejumlah pegawai menyatakan tidak setuju dengan adanya mutasi terhadap 

pegawai dengan rata-rata nilai yaitu 50. Namun, Kepala BKD Kota Kupang 

menyatakan bahwa proses mutasi pegawai merupakan hal yang wajar dan dapat 

terjadi di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Mutasi pada BKD Kota 

Kupang dilakukan melalui dua kebijakan dengan menggunakan sistem rolling 

atau pemindahan yang dilakukan secara langsung oleh pihak internal dan 

didasarkan pada tingkat pengetahuan bimtek yang telah diperoleh pegawai. 

Kebijakan mutasi dilakukan setelah pegawai sudah bekerja selama lebih dari dua 

sampai tiga tahun, yang menunjukan tingkat pemahaman dan kinerja cukup baik 

dalam bidangnya. Jika diperhatikan lebih jauh, seorang pegawai idealnya dapat 

memahami dan menguasai seluruh pekerjaan dan kebijakan yang ada kurang 

lebih satu sampai dengan dua tahun bekerja. Jika pada tahun kedua atau ketiga 

seorang pegawai dimutasi, kemudian terjadi pergantian dengan pegawai baru, hal 

ini menjadi permasalahan bagi internal BKD. Perlu adanya adaptasi bagi 

pegawai yang baru ditempatkan dalam divisi tertentu, dengan melihat pada beban 

pekerjaan yang diperoleh dan kemampuan pegawai pada divisi yang 

ditempatkan. Pegawai yang belum dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik 

dan beradaptasi di lingkungan kerja barunya mengakibatkan penumpukan pada 

pekerjaan. Sedangkan permasalahan lainnya yaitu pegawai mengalami kesulitan 

dalam menyesuaikan keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan. Kedua masalah 

ini menjadi hambatan pada Kantor BKD. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan 

serta dukungan dari pegawai yang sudah berpengalaman dan memiliki 

pengetahuan lebih di bidangnya untuk membantu pegawai baru dalam 

menyesuaikan pekerjaan barunya. Proses mutasi terhadap pegawai ditangani 

langsung oleh Walikota yang didasari pada masukan dan pendapat dari Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bapak Jefry memberi saran agar setiap SKPD 
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di Kota Kupang dapat mengambil sikap dan memberi masukan yang baik 

sehingga sistem mutasi terhadap pegawai diperbaiki. Hal ini berguna untuk 

menjalankan pekerjaan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. 

4.2 Analisis Kendala Implementasi SAP berbasis Akrual di Pemerintah Kota Kupang 

Penyesuaian terhadap suatu kebijakan baru tidak terlepas dari masalah. Baik 

dari Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah, beberapa permasalahan 

terkait dengan implementasi SAP berbasis akrual masih terjadi. Merujuk pada 

pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis 

akrual, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BKD Kota Kupang. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, BPK Provinsi Nusa Tenggara 

Timur memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 

anggaran 2017 Pemerintah Kota Kupang pada bulan Mei 2018. Berikut ini 

merupakan analisis kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Kupang yang 

didasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhi penerapan SAP berbasis akrual. 

a. Kendala Sumber Daya 

Dalam penelitian Widyastuti, Sujana, dan Adiputra (2015), kendala yang 

dihadapi oleh pemerintah yaitu faktor SDM, dilihat dari pemahaman pegawai 

yang berbeda dengan kualitas yang belum memadai. Pemerintah kota kupang 

mengalami kendala yang tidak jauh berbeda dengan peneltian terdahulu. 

Bapak Jefry Pelt selaku Kepala BKD Kota Kupang dan Ibu Evelyn Vennita 

selaku Kepala Bidang Aset dan Keuangan memberikan pernyataan bahwa 

jumlah pegawai yang bekerja di BKD Kota Kupang sudah cukup memadai, 

namun penguasaan akan kebijakan dan penyusunan laporan keuangan dari 

setiap pegawai masih sangat rendah. Tingkat pemahaman pegawai terhadap 

akuntansi berbasis akrual dilihat dari kepercayaan yang diberikan hanya 

kepada satu orang dalam membuat dan menyusun laporan keuangan 

pemerintah yaitu Bapak Johanis Padabain selaku Staf Ahli atau Tenaga 
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Fungsional Akuntansi BKD Kota Kupang. Seluruh pembuatan laporan 

keuangan dikerjakan secara manual menggunakan microsoft excel, dengan 

format laporan yang dibuat sendiri. Padahal dalam sistem aplikasi sudah 

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yaitu SIPKD yang dapat memudahkan 

Pemerintah Daerah dalam pembuatan laporan keuangan. Jika hal tersebut 

dibiarkan, akan menjadi masalah kedepannya seperti ketergantungan terhadap 

satu orang dalam pembuatan laporan secara utuh. 

b. Kendala Kualitas dan Latar Belakang Pendidikan 

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, pengembangan terhadap kualitas dan 

latar belakang pendidikan pegawai di bidang akuntansi perlu ditingkatkan. 

Peningkatan kualitas pegawai didukung dengan tingkat pendidikan yang 

sesuai dengan bidangnya. Pemerintah Kota Kupang masih terkendala 

kurangnya SDM dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Cahyadi (2009) 

dalam Pristiani dan Mahmud (2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan daerah. Tingkat 

pendidikan didukung dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan 

bidang pekerjaan akuntansi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan 

kebijakan atas kendala tersebut dengan meningkatkan pendidikan dibidang 

akuntansi bagi SDM di Nusa Tenggara Timur. Salah satu cara dengan 

membuka jalur beasiswa untuk pendidikan akuntansi yang nantinya akan 

berguna bagi peningkatan sumber daya dan kualitas dalam akuntansi. Jika 

pemerintah tetap mempertahankan penerimaan PNS dengan latar belakang 

pendidikan yang berbeda dan tidak sesuai dengan bidangnya, permasalahan 

tidak akan terselesaikan dan terus terjadi serta ketidakefektifan dalam hasil 

kinerja khususnya pada penerapan SAP.  
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c. Kendala Penggunaan Aplikasi SIPKD 

Sehubungan dengan aplikasi SIPKD yang digunakan oleh BKD kota Kupang, 

ditemukan kendala terhadap kurangnya pengetahuan pimpinan dan pegawai 

atas informasi aplikasi tersebut. Salah satu faktor yang memengaruhi yaitu 

belum adanya sosialisasi secara jelas kepada seluruh pegawai yang bekerja di 

BKD Kota Kupang. Akibatnya terjadi perbedaan perspektif dari pembuat 

laporan keuangan dengan sistem baru yang dikeluarkan. Seharusnya saat 

SIPKD dicanangkan untuk dimplementasikan, pimpinan mengambil 

kebijakan dengan mengadakan pelatihan kepada seluruh pegawai di BKD 

Kota Kupang, sehingga pegawai memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

baik akan proses dan pembuatan laporan. Hal tersebut dapat membantu 

pengerjaan laporan keuangan dengan tidak hanya mengandalkan satu orang. 

Internal control yang ada di BKD Kota Kupang terhadap laporan keuangan 

juga menjadi lebih baik. 

d. Kendala Tingkat Keyakinan atas Pelatihan 

Pelatihan mengenai SAP berbasis akrual dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Provinsi atau Daerah. Pelatihan tidak diikuti seluruh pegawai, 

namun diwakili oleh beberapa pegawai yang kemudian akan diinformasikan 

mengenai hasil pelatihan tersebut. Akibatnya, pencapaian hasil yang 

didapatkan masih kurang maksimal. Pemerintah Daerah harus lebih 

memperhatikan dampak yang terjadi atas penerapan pelatihan implementasi 

SAP berbasis akrual, apakah sudah cukup efektif bagi pengerjaan pelaporan 

keuangan bagi pemerintah kota Kupang atau justru membuat pegawai 

mengalami kesulitan. Kurangnya keyakinan diri dari setiap pegawai juga 

menjadi masalah di BKD Kota Kupang. Sebagian besar pegawai masih belum 

sepenuhnya memiliki keyakinan dalam menyusun laporan keuangan berbasis 

akrual yang diakibatkan dari kurangnya penguasaan akan kebijakan SAP dan 

masih mempercayakan pekerjaannya kepada satu orang saja yaitu Bapak 

johanis Padabain. Masalah keyakinan diri pada pegawai akan berdampak pada 
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pencapaian penyusunan laporan keuangan yang tidak maksimal. Pada 

penjelasan sebelumnya mengenai self-efficacy theory, pemerintah kota 

Kupang dapat meminimalisir kendala tersebut dengan meminta dukungan 

lebih dari BPK dalam meningktakan pendidikan dan pengetahuan pegawai 

terhadap SAP berbasis akrual. 

e. Kendala Mutasi Pegawai 

Pada analisis faktor yang memengaruhi penerapan SAP berbasis akrual di 

BKD kota Kupang, terdapat permasalahan mutasi terhadap pegawai. Hal ini 

menjadi kendala dalam proses implementasi. Dalam pemerintahan kota, 

terdapat sistem kenaikan pangkat, sehingga jika salah satu pegawai diberi 

kenaikan pangkat, maka terjadi mutasi ke bidang lain. Permasalahannya 

adalah terjadi pergantian pegawai dari pegawai yang telah dimutasi ke 

pegawai baru. Pegawai baru harus bisa menyesuaikan diri dalam pemahaman 

akan pekerjaan. 

f. Kendala Keterlambatan  Pelaporan Keuangan oleh SKPD 

Setiap SKPD diberikan tanggung jawab untuk memberikan laporan realisasi 

anggaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Namun, dalam 

pelaksanaannya masih terdapat keterlambatan pelaporan, yang berdampak 

pada pembuatan laporan keuangan di BKD Kota Kupang oleh Bapak Johanis 

Padabain. Pimpinan harus membuat kebijakan tegas terhadap setiap SKPD 

sehingga dapat memberikan laporan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

Terkait dengan keterlambatan SKPD dalam memberikan Laporan Realilsasi 

Anggaran, belum ada sanksi tegas dari pemerintah untuk mengurangi hal 

tersebut. Bapak Jefry menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan hanya berupa 

teguran secara lisan. Jika pemerintah ingin agar SKPD lebih disiplin dan taat 

pada aturan yang ada, perlu adanya pembuatan kebijakan mengenai sanksi. 
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g. Kendala Teknis Penyusutasn Aset Tetap 

Menurut Bapak Johanis Padabain selaku Staf Tenaga Fungsional Akuntansi di 

BKD Kota Kupang, terdapat beberapa informasi terkait dengan kendala dan 

tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam 

Implementasi SAP berbasis akrual secara teknis. Hal ini berhubungan dengan 

kebijakan yang dalam Lampiran SAP berbasis akrual. Pada lampiran I 

Permendagri 64 tahun 2013 halaman 15 tentang penyusutan aset tetap yang 

menyatakan Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku 

perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan 

diterapkan penghapusan pada saat aset tetap Lainnya tersebut sudah tidak 

dapat digunakan atau mati. BKD masih mempertanyakan mengenai penentuan 

nilai dan pencatatan jurnal terhadap aset tetap tersebut. Selain itu, berkaitan 

dengan masa manfaat aset tetap, BKD Kota Kupang juga masih 

mempertanyakan mengenai penentuan dari masa manfaat aset tetap serta 

penjelasan lebih jelas mengenai syarat dan kriteria yang harus digunakan 

untuk menentukan umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset tetap. 

Penelitian Dollah, Saerang, dan Manossoh (2015) menemukan kendala yang 

berhubungan dengan aset tetap yaitu adanya aset tetap tanah dan kendaraan 

bermotor yang tidak memiliki dokumen kepemilikannya sehingga aset tetap 

tersebut tidak memiliki nilai. Permasalahan tentang penentuan aset tetap serta 

pencatatan jurnalnya merupakan hal teknis yang terjadi dalam menerapkan 

suatu kebijakan baru. BKD Kota Kupang perlu melakukan penyesuaian sesuai 

dengan peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian. Bapak 

Johanis memberikan pernyataan bahwa pemerintah kota Kupang masih 

membuat laporan keuangan dengan cara manual menggunakan microsoft 

excel. Semua format dalam pembuatan laporan keuangan dibuat dan 

dikembangkan sendiri oleh Bapak Johanis. Selama implementasi SAP 

berbasis akrual diterapkan, pembuatan laporan tidak menjadi masalah karena 

mengikuti standar yang digunakan oleh BKD Kota Kupang. Hal tersebut juga 
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didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Jefry dan Ibu 

Evelyn. Pemerintah Provinsi juga menerima hasil laporan keuangan dengan 

sangat baik dan memberi kepercayaan sepenuhnya kepada BKD Kota 

Kupang. Dengan dikeluarkannya aplikasi SIPKD dapat membantu 

mempermudah pemerintah dalam membuat laporan keuangan. Oleh karena 

itu, kebijakan untuk menggunakan SIPKD dalam pembuatan pelaporan 

keuangan harus mulai di terapkan. Sehingga dapat menghilangkan 

ketergantungan pada Bapak Johanis dan pengetahuan akan pelaporan 

keuangan secara menyeluruh bagi pegawai di BKD Kota Kupang. 

Kendala dalam penerapan SAP berbasis akrual tidak hanya terjadi di 

pemerintah kota Kupang, tetapi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia 

menghadapi kendala yang tidak jauh berbeda. Dollah, Saerang, dan Manossoh (2015) 

melakukan penelitian tentang analisis implementasi SAP berbasis akrual pada 

pemerintah Kabupaten Bolaang Monggodow Utara. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain SDM 

yang belum cukup memadai dalam mengelola laporan keuangan, sering terjadi 

pergantian pegawai di bidang pengelolaan aset, serta aplikasi yang datanya belum 

terintegrasi satu dengan lainnya. Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah 

Kabupaten Bolang yaitu keterlambatan penyampaian data dalam penyusunan laporan 

keuangan akuntansi berbasis akrual. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah 

Pusat yakni Kementerian Keuangan dalam menyelesaikan dan meminimalisir setiap 

kendala yang masih terjadi di pemerintah daerah. Setiap pelatihan dan workshop yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di Jakarta harus memastikan bahwa setiap 

materi yang diberikan kepada pemerintah daerah telah diterima dengan baik dan 

dapat diterapkan. Dengan demikian, implementasi SAP pada pemerintah kota 

Kupang dapat berjalan sesuai dengan SOP dari Pemerintah Pusat. 
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5. KESIMPULAN  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan 

tujuan untuk meneliti dan menganalisis faktor-faktor serta kendala dalam penerapan 

SAP berbasis akrual pada pemerintah kota Kupang. Analisis didasarkan pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 perihal 

penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah. Pendekatan dalam 

menganalisis faktor-faktor dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Kupang 

dalam penerapan SAP menggunakan dua teori yaitu teori implementasi (Edward, 

1980) dan teori self-efficacy (Bandura, 1986). Teori implementasi terbagi atas empat 

aspek, yaitu aspek sumber daya, komunikasi, disposisi atau sikap, dan struktur 

birokrasi. Sedangkan, teori self-efficacy untuk melihat tingkat keyakinan dari 

pemerintah dalam menerapkan hasil pelatihan terhadap pekerjaan. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah kota Kupang telah menerapkan SAP 

berbasis akrual. Hal tersebut dilihat dari jumlah pegawai yang berjumlah 232 orang, 

sarana dan prasarana serta aplikasi SIPKD yang memadai namun belum optimal. 

Selain itu, komunikasi antar pimpinan dengan pegawai berjalan dengan baik 

walaupun sosialisasi akan suatu kebijakan atau informasi baru masih terbilang 

kurang. Komitmen atau sikap dari BKD Kota Kupang dalam menjalankan setiap 

kebijakan cukup tinggi dan SOP yang digunakan juga telah sesuai dengan panduan 

yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun, penerapan atas SAP berbasis akrual 

masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini dilihat dari masih adanya beberapa 

kendala yang terjadi, antara lain kualitas dan latar belakang pendidikan pegawai yang 

kurang memadai, penguasaan atas aplikasi SIPKD belum secara penuh diterapkan 

sehingga masih mengandalkan satu orang pegawai dalam membuat penyusunan 

laporan keuangan secara manual, keterlambatan laporan dari SKPD, serta proses 

mutasi pegawai yang belum dilaksanakan secara terstruktur.  

Penelitian ini memberikan implikasi terhadap beberapa pihak. Secara 

khusus, penelitian ini memberi pengetahuan yang lebih mendalam akan implementasi 
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SAP berbasis akrual terhadap pemerintah kota Kupang. Selain pemerintah kota 

Kupang, Pemda lain yang masuk dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur juga 

dapat melihat dan mempelajari lebih lagi, sehingga dapat berguna bagi penyusunan 

dan pelaporan keuangan di daerah masing-masing. Selain itu, penelitian ini dapat 

memberikan gambaran lebih kepada Kementerian Keuangan sebagai pihak yang 

membuat kebijakan dalam pelaporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Berbagai 

kendala yang masih terjadi dapat diminimalisir dengan kebijakan-kebijakan baru 

yang dibuat. Hasil penelitian berupa faktor-faktor yang memengaruhi penerapan SAP 

berbasis akrual pada Pemerintah Kota Kupang berupa sumber daya, komunikasi, 

disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi, serta self-efficacy yang merupakan 

keyakinan dari setiap pihak dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada setiap 

akademisi di bidang ekonomi dan akuntansi. Selain itu, kendala yang terjadi dalam 

proses implementasi memberi gambaran dalam mengembangkan ilmu Akuntansi 

Sektor Publik sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, melakukan analisis 

hanya pada satu Pemerintah Kota yaitu BKD Kota Kupang. Data yang diperoleh dari 

responden masih terbilang kurang karena keterbatasan dalam menghimpun responden 

untuk dapat mengisi dan mengembalikan kuesioner tersebut. Kuesioner yang 

dibagikan kepada responden di BKD Kota Kupang terbagi atas dua yaitu kuesioner 

kepada pejabat daerah dalam hal ini Kepala Badan/Bidang/Sekretaris dan kuesioner 

kepada pegawai. Dari 50 kuesioner kepada pegawai hanya 37 kuesioner yang berhasil 

terdata dan kuesioner kepada pejabat daerah sebanyak 7.  Kedua, Self-efficacy theory 

terdiri dari 4 faktor yaitu past performance, vicarious experience, verbal persuaision, 

dan emotional state. Penelitian ini hanya menggunakan faktor past performance 

dengan mengukur tingkat keyakinan dari pengalaman yang diperoleh dari pelatihan. 

Ketiga faktor lain tidak digunakan dalam dikarenakan tidak memiliki keterkaitan 

langsung terhadap analisis penelitian. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

memperluas ruang lingkup penelitian, mulai dari objek penelitian sampai dengan data 
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responden yang dibutuhkan untuk kelengkapan data. Selain itu, pengukuruan self-

efficacy theory digunakan bisa lebih dari satu faktor yang disesuaikan dengan bahan 

analisis penelitian. 
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